
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

ARSlP I DOK UMEN TA SI • 
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I SALINAN I 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NO MOR l TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA 

PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 

Merumbang 

Mengingat 

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BVPATI KOTAWARINGIN TIMUR, 

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat dengan mendayagunakan
sarana dan prasarana laboratorium kesehatan daerah,

sejalan dengan pe1aksanaan ketentuan Pasal 110 ayat (1)

huruf a Undang-Undan__g Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

b. bahwa untuk menyesuaikan Retribusi pada UPTD
Laboratorium Kesehatan Daerah dengan koreksi saat ini
maka perlu dilalcukan perubahan atas Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada UPl'D Laboratorium Kesehatan Daerah di
Kabupaten Kolawaringi.n Timur; 

c. berdasarkan pertimbangan sebagaitnana dimaksud µada
huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diatur dan
dii.etapkan dcngan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur; 

1. Undang-Vndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lemburan Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara.. RepubJik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undeng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Ntgara (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4286,; 



4. Und�ng-Undang Nomor 1 1'ahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepubHk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba.han Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 443 l};

6. Undang-Uttdang Nomor 28 Tahun 2009 tentang P�1ak
Daerah den Rctribusi Oaerah (Lembaran Negara RepubJik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 1�ambahan Lembaran
Negara Republik Jndonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik h1donesia
Nomor 5063);

8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 l l Lenh1ng
Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan {Lcmharan
Negara Repubhk. lnnonesia Tahun 2011 Nomor 82 t

Tambaban Lcmbarsn Negara Rcpublik Indonesia Nomor
5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntru1g
Pemerintahan Dtlem.h (Lembaran Negara Rc::pub!ik
Jndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lf>mbaran
Negara Republik lndone::;ia Nomor 5587)� ebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
RepubWc Indonesia Nomor 5679);

10. Peranu-an Pc::merintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemennt:ah
Nomor S8 Tuhun 20,10 t.entang Perubahan atas Peraturan
Pcrncr!ntah Nomor 27 Tahun 1983 tentru1g Pdaksa.naau
Kitab Undarig-Undang Hukurn Acara Pidana;

lJ Peratur..u-t Pemt:rintah Nomor 32 Tahun 1996 tencang
•renaga Kesehatan (Lembar8J1 Negara RepubJik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Rcpubl k Indonesia Nomor 3637);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tabun 2000 tenlang.
Pengetolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
fLembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4022, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202) ;

13. Peraturan Pc::merintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

]4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2005 Nomor 140

1 
Tambahan Lembaran 

Negara RcpubU.k Indonesia Nomor 4578); 
15. Peraturan Pemt!rlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pemb111aan dan Pengawasan PenyeJenggara.an


































